
BUPATI KONAWE
PROVINSISULA~ITENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara ten tang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
bupati/walikota rnenetapkan rincian Dana Desa untuk
setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
Peraturanfsupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan RincianDana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6321);



· .

Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa YangBersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5864);
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor220);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/
2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita
NegaraRepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor611);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/
2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012);
Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Daerah
Terpencil Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa
Transmigrasi dan Daerah Terpencil Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pengunaan
Dana Desa Tahun 2020 (Berita negara Republik
Indonesia Tahun 2020 nomor 367);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor35/PMK.07/ 2020 tentang PengelolaanTransfer
ke Daerah dan Dana Desa Tahun Angggaran 2020
dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease (COVID-19)danl atau Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor377);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/
PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor384);
Peraturan Daerah Kabupaten KonaweNomor 4 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor236);

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE TAHUN
ANGGARAN 2020
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasa1l

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan rnasyarakat hukurn yang
rnerniliki batas wilayah yang berwenang untuk rnengatur dan rnengurus
urusan pernerintahan, kepentingan rnasyarakat seternpat berdasarkan
prakarsa rnasyarakat, hak asal usul, danJ atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalarn sistern pernerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersurnber dari AnggaranPendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer rnelalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupatenJkota dan
digunakan untuk rnernbiayai penyelenggaraan pernerintahan,
pelaksanaan pernbangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pernberdayaan rnasyarakat.

3. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan
Desa.

4. Jurnlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

6. BLT-Desa adalah Bantuan Lansung Tunai Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasa12

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran
2020dialokasikan secara rnerata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Formula; dan
d. Alokasi Kinerja.

Pasa13

Alokasi dasar setiap desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupatenJkota dibagi jurnlah desa
sebagairnana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nornor
78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020.

Pasa14

(1)Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 huruf
b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat TertinggaJ yang
merniliki jumlah penduduk miskin tinggi.
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(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desasebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung berdasarkan ketentuan daIam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

PasalS

Alokasi formulasebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang
berwenang dan ' atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

Pasal6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
AF Desa = {to,10 * 21) + (0,50 * 22) + (0,15 * 23) + (0,25 * Z4)} * AF
Kab/Kota

Keterangan:
AF Desa
Zl

= Alokasi Formula setiap Desa
= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa Kabupaten Konawe

= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Kabupaten Konawe

= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah
Desa Kabupaten Konawe
rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten

Z2

Z3

Z4
Konawe

AF KabfKota=Alokasi Formula Kabupaten Konawe

Pasal7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian
yang berwenang danfatau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang statistik.

PasalS

Alokasi kinerjasebagairnaria dimaksud pada Pasal 2 huruf d,dibagi kepada
desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa,
pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian
hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal9

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal
8 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%.
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PasallO

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Konawe
In!.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasalll

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pernindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah keRekening Kas
Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
Dana Desa diterirna di Rekening Kas Umum Daerah setelah
persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan
setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari
Kepala Desa.

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan
setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa tahun anggara sebelumnya dari Kepala
Desa.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan
setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

(6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara
bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/walikota
menerima dokurnen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;

dan
b. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Dcee,
sampai dengan tahap II.

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen] dan rata-rata capaian output menunjukkan paling
kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(8) Capaian output sebagaimanadimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh
kegiatan.



(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian
output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan
yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasa112

(1) Dalam hal penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Dana Desa
untuk Bantuan Lansung Tunai Desa COVID-19 sebagaiman Pasal 11
ayat (3) dengan tam bah an ketentuan :

a. Dalam Hal Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam
kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan syarat ketentuan
masing-masing;

1. Bulan Pertama sebesar 15 % ( Lima Belas Persen ), dengan
persyaratan, Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa;

2. Bulan Kedua sebesar 15 % ( Lima Belas Persen ), dengan
persyaratan, laporan pelaksanaan BLTDesa Bulan Pertama; dan

3. Bulan Kedua sebesar 10 % (Sepuluh Persen), dengan
persyaratan, laporan pelaksanaan BLT Desa Bulan Kedua.

b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanan sesuai
dengan ketentuan dan persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud Pasal 11.

c. Dana Desa Tahap Satu diprioritaskan untuk BLTDesa

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat 1
huruf (c) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak
Ekonomi atas Pandemi CORONO VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
anatara lain berupa:

a. Kegiatan penanganan paderni Corona Virus Disease 2019 ( COVID-
19); dan / atau

b. Jaring Pengarnan di Desa

(3) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud Ayat (2) Huruf
b) berupa BLT desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di
Desa sebagai keluarga penerima manfaat

(4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan
BLTDesa, sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)



(5) Calon Penerima manfaat BLTDesa sebagamana di maksud pada Ayat
(3), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa
Bersangkutan; dan

b. Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan
(PKH),kartu sembako dan kartu pra-kerja.

(6) Pendataan calon penerima BLTDesa sebagaimana dimaksud Ayat (5)
huruf b, memepertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial
(DTKS)dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe.

(7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan
Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per-Keluarga penerima
manfaatj bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

(8) BLT sebagaiman dimaksud ayat (7) dianggarkan dalam APBDes
sebesar paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) paling banyak 35
% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa diterima Desa yang
bersangkutan.

(9) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada Ayat (8) tidak mencukupi, kepala Desa dapat
menggunakan Dana Desa melebihi batas tersebut setelah mendapat
persetujuan dari Bupati.

(10) Ketentuan mengenai kriteria mekanisme pendataan Data penerima
manfat BLT Desa, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa,
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020, tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020.

BABIV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal13

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Bidang Pembangunan dan
Bidang PemberdayaanMasyarakat yang meliputi antara lain:
I. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana Desa
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
1. Pernbangunan danjatau perbaikan rumah untuk warga

miskin;
2. Penerangan lingkungan pemukiman;
3. Pedestrian;
4. Drainase;
5. Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
6. Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke

rumah penduduk;



7.
B.
9.

Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan:,
Sumur resapan;
Selokan;

10. Tempat pembuangan sampah;
11. Gerobak sampah;
12. Kendaraan pengangkut sampah;
13. Mesin pengolah sampah;
14. Pernbangunan ruang terbuka hijau;
15. Pembangunan bank sampah Desa; dan
16. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
rnusyawarah Desa.

b.Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana transportasi, antara lain:
1. PerahuJketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan

kawasan DAS;
2. Tambatan perahu;
3. Dermaga apung;
4. Tambat apung (buoy);
5. Jalan pernukirnan;
6. Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
7. Jalan poros Desa;
8. Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
9. Jembatan Desa:
10. Gorong-gorong;
11. Terminal Desa; dan
12. Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan,
saran a dan prasarana energi, an tara lain:
1. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2. Pembangkit listrik tenaga diesel;
3. Pembangkit listrik tenaga matahari;
4. Pernbangkit listrik tenaga angin;
5. Instalasi biogas;
6. Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN);dan
7. Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. Jaringan internet untuk warga Desa;
2. Website Desa;
3. Peralatan pengeras suara (loudspeaker1;
4. Radio Single Side Band (SSB); dan
5. Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.



2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
a.Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. Air bersih berskala Desa;
2. Jambanisasi;
3. Mandi, cuci, kakus (MCK);
4. Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
5. Balai pengobatan;
6. Posyandu;
7. Poskesdes /polindes:
8. Posbindu;
9. Tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi)

sebagai media deteksi dini stunting;
10. Kampanye Desa bebas BABSembarangan (BABS);dan
11. Sarana prasarana kesehatan lainya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

b.Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan masyarakat;
2. Bangunan PAUDbagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
3. Pengembangan bangunan Zrehabilitasi gedung PAUD

untuk PAUDHI;
4. Buku dan peralatan belajar PAUDlainnya;
5. Wahana permainan anak di PAUD;
6. Taman belajar keagamaan;
7. Sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
9. Bangunan perpustakaan Desa;
10. Bukuy bahan bacaan;
11. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
12. Gedung sanggar serii/ruang ekonomi kreatif;
13. Film dokumenter;
14. Peralatan kesenian dan kebudayaan;
15. Pembuatan galeri atau museum Desa;
16. Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi

(KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak
serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi di Desa;

17. Sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari
sekolah yang aman bagi anak; dan

18. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.



3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana usaha ekonomi Desa
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan perneliharaan

sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha
pertanian dan/ atau perikanan untuk ketahanan pangan dan
usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Bendungan berskala kecil;
2. Pernbangunan atau perbaikan ernbung;
3. lrigasi Desa;
4. Pencetakan lahan pertanian;
5. Kolam ikan;
6. Kapal penangkap ikan;
7. Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
8. Tambak garam;
9. Kandang ternak;
10. Mesin pakan ternak;
11. Mesin penetas telur;
12. Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian

(saprotan);
13. Pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung,

kopi, coklat, dan kopra,);
14. Embung Desa;
15. Gudang pendingin (cold storage);
16. Sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan

pompa air);
17. Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring,

pancing, dan perangkap);
18. Alat bantu penangkapan ikan (rurnpondan lampu);
19. Kerarnbajaring apung;
20. Keranjangikan;
21. Alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
22. Alat produksi es;
23. Gudang Desa (penyirnpanan komoditas perkebunan dan

perikanan);
24. Tempat penjemuran ikan; dan
25. Sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil

pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b.Pengadaan, pembangunan, pernanfaatan dan perneliharaan
sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan,'atau
industri rumahan yang difokuskan kepada pernbentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa danjatau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Mesinjahit;
2. Peralatan bengkelkendaraan bermotor;
3. Mesinpenepung ikan;
4. Mesinpenepung ketela pohon;



5. Mesin bubut untuk mebeler;
6. Mesin packaging kemasan;
7. Roaster kopi;
8. Mesin percetakan;
9. Bioskop mini;
10. Alat pengolahan hasil perikanan;
11. Docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin) ; dan
12. Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil

dan / atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
saran a dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pasar Desa;
2. Pasar sayur;
3. Pasar hewan;
4. Tempat pelelangan ikan;
5. Toko online;
6. Gudang barang;
7. Tempat pemasaran ikan; dan
8. Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

d.Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. Ruang ganti dan/ atau toilet;
2. Pergola;
3. Gazebo;
4. Lampu taman;
5. Pagar pembatas;
6. Pondok wisata (homestay);
7. Panggung kesenian/pertunjukan;
8. Kios cenderamata;
9. Pusat jajanan kuliner;
10. Tempat ibadah;
11. Menara pandang (viewing deck);
12. Gapura identitas;
13. Wahana permainan anak;
14. Wahana permainan outbound;
15. Taman rekreasi;
16. Tempat penjualan tiket;
17. Angkutan wisata;
18. Tracking wisata mangrove;
19. Peralatan wisata snorkeling dan diving;
20. Papan interpretasi;



21. Sarana dan prasarana kebersihan;
22. Pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio uisuab;
23. Internet comer, dan
24. Sarana dan prasarana

dengan kewenangan
musyawarah Desa.

e.Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG)untuk
kemajuan ekonomiyang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa danj atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Penggilinganpadi;
2. Peraut kelapa;
3. Penepungbiji-bijian;
4. Pencacah pakan ternak;
5. Mesinsangrai kopi;
6. Pemotongjpengiris buah dan sayuran;

Desa Wisata lainnya yang sesuai
Desa dan diputuskan dalam

7. Pompaair;
8. Traktor mini;
9. Desalinasi air laut;
10. PengolahanIimbah sampah;
11. Kolambudidaya;
12. Mesinpembuat es dari air laut (slurry ice); dan
13. Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

4. Pengadaan, pernbangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1.Pembuatan terasering;
2.Kolamuntuk mata air;
3.Plesengan sungai;
4.Pencegahan kebakaran hutan;
5.Pencegahan abrasi pantai;
6.Pembangunan talud;
7.Papan informasilingkungan hidup;
8.Pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
9.Rehabilitasikawasan mangrove;
10. Penanaman bakau; dan
11. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam danfatau
kejadian luar biasa lainnyayangmeliputi:
1.Kegiatantanggap darurat bencana alam;
2.Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
3.Pembangunan gedung pengungsian;



4.Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana
alam;

5.Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang
terkena bencana alam;

6.Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
7.P3K untuk bencana;
8.A1atPemadam Api Ringan (APAR)di Desa; dan
9.Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

II.Daftar Kegiatan Prioritas Bielang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara
lain:

1. Pelatihan pengelolaan air minum;
2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
3. Bantuan insentif untuk kader PAUD,kader posyandu dan

kader pembangunan manusia (KPM);
4. Alat bantu penyandang disabilitas;
5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang

ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
6. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan

sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak
sekolah;

7. Kampanye dan promosi hak-hak anak,
pengasuhan anak dan perlindungan
pencegahan perkawinan anak;

8. Kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
9. Sosialisasi gerakan aman pangan;
10. Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan

anak (PMBA),stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan lain
lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa
Posyandu, BKB, PKK,dll);

11. Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
12. Pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk

hotikultura;
13. Perawatan kesehatan danJatau pendampingan untuk ibu

harnil, nifas dan rnenyusui, kcluarganya dalam merawat
anak dan lansia;

14. Penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
15. Pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan

kunjungan neonatal;
16. Pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi

perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
17. Sosialisasi dan kampanye imunisasi;

ketrampilan
Anak serta



18. Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS),gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare,
penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS
tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan
jiwa;

19. Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta
kesehatan reproduksi di tingkat Desa;

20. Kampanye kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga;

21. Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

22. Peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan
pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis
era Digitalisasi;

23. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang
disabilitas;

24. Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi,
kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak,
stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;

25. Pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam
memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI,
stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan
pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

26. Pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga;

27. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak
dan perlindungan Anak;

28. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
29. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan

pelaku usaha pangan;
30. Penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor

dalam penangkapan ikan dan
31. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat

Dcsa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
antara lain:
1. bantuan insentif guru/pembina

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan,
taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar
masyarakat (PKBM);

2. Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara
holistik integratif (PAUDHI);

3. Pcnyelenggaraan kelas pengasuharr/parenting bagi
orangtua anak usia 0-2 tahun;

4. Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi
pencegahan stunting di Desa:



5.
6.

Pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
Penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader
pembangunan Desa;
Pelatihan keterampilan
keterampilan kerja bagi
dunia kerja;
Pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;
Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama,
olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
Pelatihan pembuatan film dokumenter, jumalis,
pembuatan dan penggunaan media, blog, dan intemet
(fiim,foto, tulisan, vlog,dan media lainnya);
Pelatihan dan KIEtentang pencegahan perkawinan anak;
Pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan
kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak
pidana perdagangan orang;
Bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS)
bagi warga miskin;
Pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak
diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari
keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan
rnenengah;
Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak
berkebutuhan khusus;
Penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan
parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
Pelatihan menenun Zmembatik dengan menggunakan
warna alam, motif-motif yang sudah ada dan Iatau
diciptakan sendiri danl atau sesuai tren;
Pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang
merupakan keunikanj'ke- khas-an Desa tersebut sesuai
kebutuhan pasar;
Pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modem;
Pelatihan penggunaan perangkat produksi barangj jasa
kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer,
mesin percetakan;
Pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk
berpromosi baik di media online atau offline;
Pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat
Desa;
Pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi
parapelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian
melalui tulisan dan visual;
Pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam
mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;

7. perlindungan anak dan
remaja yang akan memasuki

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.



26. Pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi
Desa;

27. Pendidikarr/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
28. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan
teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
a. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

1. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
2. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
3. Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

b. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
1. Pengelolaan terminal Desa;
2. Pengelolaan tambatan perahu; dan
3. Pengelolaantransportasi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

c. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
1. Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
2. Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
3. Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
4. Pengelolaan pernbangkit listrik tenaga angin;
5. Pengelolaan energi tenaga rnatahari;
6. Pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
7. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
rnusyawarah Desa.

d. Pengelolaan inforrnasi dan kornunikasi, antara lain:
1. Sistem informasi Desa;
2. Weosite Dcsa;
3. Radio komunitas;
4. Pengelolaan sistern informasi pencatatan hasil tangkapan

ikan; dan
5. Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktifserta pengelolaan sarana
dan prasarana ekonomi
a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian

untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa danj atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:
1. Perbenihan tanaman pangan;
2. Pembibitan tanaman keras;
3. Pengadaan pupuk;



4. Pembenihan ikan air tawar:,
5. Pengelolaan usaha hutan Desa·,
6. Pengelolaan usaha hutan sosial;
7. Pengadaan bibit/induk ternak;
8. Inseminasi buatan;
9. Pengadaan pakan ternak;
10. Tepung tapioka;
11. Kerupuk;
12. Keripikjamur;
13. Keripik jagung;
14. Ikan asin;
15. Abon sapi;
16. Susu sapi;
17. Kopi;
18. Coklat;
19. Karet;
20. Olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap,

ikan asin, ikan rebus dam ikan abon);
21. Olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen,

kosmetik, karagenan dIl);
22. Olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
23. Pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
24. Pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
25. Pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan

cernara laut); dan
26. Pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa danjatau produk unggulan kawasan perdesaan, antara
lain:
1.
2.

Meubelair kayu dan rotan;
Alat-alat rumah tangga;

3. Pakaian jadij konveksi kerajinan tangan;
4. Kain tenun;
5. Kain batik;
6. Bengkel kendaraan bermotor;
7. Pedagang di pasar;
8. Pedagang pengepul;
9. Pelatihan pengelolaan docking kapal;
10. Pelatihan pengelolaan kernitraan usaha perikanan

tangkap;
Pelatihan pemasaran perikanan; dan
Pengelolaan jasa dan industri kecil
dengan kewenangan Desa dan
musyawarah Desa.

11.
12. lainnya yang sesuai

diputuskan dalam



c. Pendirian dan pengembangan BUMDesa danj atau BUMDesa
Bersama, antara lain:
1. Pendirian BUMDesa danj atau BUMDesa Bersarna;
2. Penyertaan modal BUMDesa danj atau BUMDesa Bersama;
3. Penguatan permodalan BUMDesa dan/ atau BUMDesa

Bersama; dan
4. Kegiatan pengembangan BUMDesa danjatau BUMDesa

Bersama Iainnya yang sesuai dengan kewenan~ Desa
diputuskan dalarn musyawarah Desa.

d. pengembangan usaha BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:
1. Pengelolaan hutan Desa;
2. Pengelolaan hutan adat;
3. Pengelolaan air minum;
4. Pengelolaan pariwisata Desa;
5. Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan

perebusan);
6. Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah

mangrove dan wisata edukasi);
7. Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi

pantai;
8. Pelatihan pembenihan ikan;
9. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk

perikanan;dan
10. Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan

Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
e. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa danj atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:
1. Hutan kemasyarakatan;
2. Hutan tanarnan rakyat;
3. Kemitraan kehutanan;
4. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
5. Pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil

danjatau industri rumahan;
6. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk

usaha ekonomi masyarakat; dan
7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

f.Pmanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa danj atau produk unggulan kawasan
pecdesaari, antara lain:
1. Sosialisasi TTG;



· .

2. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
3. Percontohan TTG untuk: a) produksi pertanian; b)

pengembangan sumber energi perdesaan; c) pengembangan
sarana transportasi; d) pengembangan sarana komunikasi;
dan e) pengembangan jasa dan industri kecil;

4. Sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan
ikan;

5. Sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklirn; dan
6. Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan Desa dan / atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Penyediaan informasi harga/ pasar;
2. Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi

masyarakat;
3. Kerjasama perdagangan antar Desa;
4. Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
5. Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan
menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa
lainya yang meliputi :
1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi

bencana;
3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
4. Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
5. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai

dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Pembibitan pohon langka;
2. Reboisasi;
3. Rehabilitasi lahan gambut;
4. Pembersihan daerah aliran sungai;
5. Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
6. Pemeliharaan hutan bakau;
7. Pelatihan rehabilitasi mangrove;
8. Pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
9. Pelatihan pengolahan limbah; dan
10. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.



6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola
Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh
Desa, antara lain:
1. Pengembangan sistem informasi Desa (SID);
2. Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa

sehat dan/ atau balai rakyat;
3. Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa darr/atau balai

rakyat; dan
4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa

yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa

secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
1. Penyusunan arah pengembangan Desa;
2. Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan

Desa yang berkelanjutan;
3. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di

Desa;
4. Pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
5. Peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam

pengelolaan perikanan; dan
6. Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan

diputuskan dalam musyawarah Desa.
c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan

prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. Pendataan potensi dan aset Desa;
2. Penyusunan profil Desai data Desa;
3. Penyusunan peta aset Desa;
4. Penyusunan data untuk pengrsian

perencanaan, penganggaran, analisis,
kemiskinan terpadu;

5. Dukungan penetapan IDM;

aplikasi
dan

sistem
evaluasi

6. Penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
7. Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.
d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak

kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. Sosialisasi penggunaan dana Desa;
2. Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin,

warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok
marginal;

3. Pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa
sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi
anak-anak di Desa;



4. Rembug stunting di Desa;
5. Rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari

musrenbangdes;
6. Pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari

musrenbangdes;
7. Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga

disabilitas, perernpuan, anak, dan kelompokmarginal; dan
8. Sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok

masyarakat dan keluarga;
9. Pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
10. Pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan

kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perernpuan, dan
sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang
bersifat afirmasi;

11. Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender bagi fasilitatorDesa;

12. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
yang diputuskan dalammusyawarah Desa.

e. Mengembangkansistem transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa, antara lain:
1. Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset

Desa berbasis data digital;
2. Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang

terbuka untuk publik;
3. Pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis

masyarakat; dan
4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa

yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
f.Mendorongpartisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan

Desayang dilakukan melaluimusyawarah Desa, antara lain:
1. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal

hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah
Desa;

2. Penyelenggaraanmusyawarah Desa; dan
3. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa

yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
g. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui

pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat
Desayang diselcnggarakandi Desa, antara lain:
l. Pelatihan kaderjpendamping forum anak (atau kelompok

anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi
anak, dan pengorganisasian;

2. Pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar
Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu
anak lainnya;



3. Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga
miskin dan masyarakat marginal terhadap akses
administrasi kependudukan dan catatan sipil;

4. Peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya
ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan;
dan

5. Kegiatan pendampingan masyarakat Desa lain!}¥., yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan' dalam
musyawarah Desa.

h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas
sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan
Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
darr/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan,

industri kecil dan perdagangan;
2. Pelatihan industri rumahan;
3. Pelatihan teknologi tepat guna;
4. Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa

sesuai kondisi Desa;
5. Pelatihan pemandu Wisata;
6. Interpretasi wisata;
7. Pelatihan Bahasa Asing;
8. Pelatihan Digitalisasi;
9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar

wisata/ Pokdarwis;
11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah

lingkungan;
13. Pelatihan pengemasan ikarr/produk ikan;
14. Pelatihan teknik pemasaran online;
15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
16. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk

mendukung pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa danJatau produk unggulan kawasan
perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

i.Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan
secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. Pemantauan berbasis komunitas;
2. Audit berbasis komunitas;
3. Pengembangan unit pengaduan di Desa;
4. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk

penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;



5. Pengembangan kapasitas paralegal Desa;
6. Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk

pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan
Desa; dan

7. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

(I) Dana Desa dapat. digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagairnana
dimaksud paaa ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada
saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal14

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desaberpedoman pada
pedornan teknis yang ditetapkan olehBupati mengenai kegiatan yang
dibiayai dar-Dana Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desadiutamakan
dilakukan secara swakelola denganmenggunakan sumber daya/ bahan
baku lokal, dandiupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat Desa setempat.

Pasal15

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
(2)Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan

Dana Desa.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABV
PELAPORAN DANA DESA

Pasal16

(1)Kepala Desamenyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenaiAPBDesa dari Kepala Desa;
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dancapaian output Dana

Desa tahun anggaransebelumnya dari Kepala Desa; dan
c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapandan capaian output

Dana Desa sampai dengantahap II.



(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DanaDesa sampai
dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output
kepada Bupati.

BABVI
SANKSI

Pasal17

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
dari 30% (tiga puluh persen]; dan Iatau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun
anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pad a tahap II,
penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran
berjalan sisa Dana Desa diRKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih
besar dari 30% (tigapuluh persen), penyaluran Dana Desayang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan
menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidakdisalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) danayat (4) kepada Kepala KPPN selakuKPA
PenyaluranDAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimanadimaksud pada ayat (4)
tidak dapat disalurkan kembalipada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekornendasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan
oleh aparat pengawas fungsionaldi daerah dalam hal terdapat potensi
atau telah terjadipenyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan
DanaDesa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepadaKepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik danDana Desa sebelurn batas waktu tahapan
penyaluransebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.



PasallS

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yangditunda dalam hal:
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimanadimaksud dalam Pasal

16 ayat (1) huruf a telahditerima;
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnyakurang dari atau

sama dengan 30%; dan
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsionaldaerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desasebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke
RKDdan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUDsebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada KcpalaKPPN selaku KPAPenyaluran OAKFisik dan
Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desayang bersangkutan
mengenai Dana Desa yang ditundapenyalurannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)paling lambat akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalamrancangan
APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)dalam rancangan APBD tahun langgaran
berikutnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum
minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupatijwalikota
menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang
belum disalurkan dari RKUNke RKUDkepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran OAKFisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan
Juni tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam hal bupatijwali kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasall9

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluranDana Desa dalam hal setelah
dikenakan sanksipenundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masihterdapat sisa Dana
Desa di RKDlebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (J)
dilakukan pada penyaluranDana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluranDana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada KepalaKPPN selaku KPAPenyaluran OAK
Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasa120

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati mi dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Konawe.

2020
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